PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI EARTANEGARA
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN EELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
TENTANG
EERJASAMA PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAR KEEERASAN DAN ATAU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
EERTA ANAK YANG MEMERLURKAN PERLINDUNGAN EHUBUS

NOMOR : P-1113/DPPPA/KS/100.3.7/12/2022
NOMOR : 1358 /2022

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di

Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang bertandatangan dibawah ini:
1 Ir H. TOTOK  HERU Plt Kcpala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUBROTO, M.Si Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kompleks
Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK

KEBATU;

2 dr. BAHAUDDIN, M.M Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bonitang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang,
berkedudukan di Jalan Bessai Berinta, Gedung Graha
Taman Praja Blok I Lt.2 Bontang Lestari, Kota
Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya
discbut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK
dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang
Kerjasama Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan atau Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Serta Ansk Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan
memperhatikan hal sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 teniang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesin Talun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomior 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 1,8201;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 139.01/47/PEM.A dan Nomor B-2283/KSDN/KS/134.6-
21/09/2020 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah; dan

Addendum Kescpakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bontang nomor
134.4.01/105/PEM.A dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor :
B-2515/KS/KSDN/ 134.6-13/09/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih Ianjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sesuai
dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berfkut:

I,

Pasal 1
EETENTUAN UMUM

Pelayanan penanggulangan adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan
bersama terhadap korban tindak pidana perdagangan dan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak warga PARA PIHAK meliputi penyediaan tempat
tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bantuan hukum,
pemulangan dan reintegrasi sosial;

Perdagangan Orang adalah tindakan perckrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sescorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan
bayaran atau manfaat, sehingga memperolch persetujuan dari OFABNE YANE Memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
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negarn, untuk fujuan cksploitasi atau mengakibatkan orang terekaploitasi

Tindak Pidana Perdngangan Orang adalah setinp tindakan atau seranghaian
lindokan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam
peraluran perundang- undangan.

Tindak Perdagangan perempuan dan anak adalah setiap tindakan atau
serangkaian tindakan dan perbuatan terhadap perempuan dan/atau ansk vang
terjadi di wilayah PARA PIHAK, vang memenuhi unsur-unsur tindak Pidana
Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Kekernsan adalah setiap tindakan dan/atau perbuatan secara melawan hulum
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisix dan/stau
psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa danjfatau badan danfatau
menimbulkan terampasnya kemerdekaan dari korban, yang terjadi di wilayah PIHAK
PERTAMA atau PIHAK KEDUA;

Eorban adalah seseorang perempuan dan/atau anak yang sekalipus adslah saksi
yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan [Gsik, mentzl, psikds,
seksual, ekonomi danj/atau sosial akibat dari tindakan perdagangan orang yang
terjadi di wilayah PARA PIHAK;

Tempat tinggal sementara adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas laimnya
yang layak disediakan oleh PARA PIHAK yang digunakan sebagai tempat tinggal
korban;

Rehabilitasi Medis adalah upava pemulihan kondisi keschatan korban secara
optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenapa medis;

Rehabilitasl Sosial adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara
optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial
korban yang dinyatakan oleh petugas sosial, psildater dan/atau psikolog;

Anak yang memerlukan perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan bukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak terekploitasi mencakup cksploitasi ckonomi dan/atau seksual anak yang di
perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalabgunaan narkotika,alkohel, anak
dengan HIV/AIDS, anak korban stigmatisasi, anak korban pornografi dan pekerja anak,
Pemulangan adalah tindakan dan upaya mengembalikan korban ke daersh asal
dan/atau negara asal korban, dengan melalui jalur laut, jalur darat dan/atau
jalur udara;

Reintegrasi Sosial adalah tindakan dan upaya yang dilakukan unmk
penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/atau
masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan perlindungan bagi korban;
Bantuan Penegakan Hukum adalah upaya memberikan bantuan konsultasi,
pendampingan hukum dan/atau pengacara terhadap korban dan/atau saksi yang
berhadapan dengan proses pencgakan hukum bagi korban kekerasan dan/atau
tindak pidana perdagangan orang.

Pelayanan berbayar adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban
kekerasan danj/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memeriukan
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perlindungan Khusus selnin pelayanan yang diberikan dirumah singgah/rumah

nman dan Pusat Pelayanan Terpadu.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Muksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi
penghormatan lerhadap hak asasi manusia dalam upaya kerjasama penanganan
perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang
memerlukan perlindungan Khusus yang dialami warga PARA PIHAK.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan,
penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak
pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus.

Paosal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
a. Penanganan Pengaduan;
Pertukaran Informasi;

b.
. Pelayanan Rumah Perlindungan Sementara;

c
d.
e
f

]

Pelayanan Pemulihan Kesehatan;

. Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial;
. Bantuan Hukum; dan
. Pemulangan ke daerah asal,

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak ;

Memperoleh Informasi dari PIHAK KEDUA tentang :

1. Kasus perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang
serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami oleh warga
Kabupaten Kutai Karlanegara yang berada di Kota Bontang;

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data
korban, yang terdiri antara lain:

8)
bj

<)

d)

Foto korban;

Dokumen identitas korban (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/fotocopy
kartu keluarga/Pasport/Suratljin Mengemudi/tanda pengenal lainnya);
Fotocopy ecatatan/dokumen hasil identifikasi kasus dari pihak-pihak
yangberwenang;

Rekam medis apabila dibutuhkan;

3, Perkembangan penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan/atau tindak
pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang
dialami warga Kabupaten Kutai Kartanegara di Kota Bontang.
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Mcnanggunﬁ biaya pemulangan perempuan korban kekerasan dan/atau lindal
pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal

Kabupaten Kulai Kartancgara yang mendapat pelayanan berbayar di Kola
Bonlang,

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

8, Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan korban

kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan

perlindungan Khusus yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

merujuk kepada dokumen identitas korban;

b. Menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA {entang :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan danfatau tindak
pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus
yang dialarni oleh warga Kabupaten Kufai Kartanegara yang beradadi Kota
Bontang;

2. Data korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan

Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan korban
kekerasan danfatau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang
memerhikan perlindungan Khusus yang dialami oleh warga Kabupaten Kutai
Kartanegara di Kota Bontang,

¢. Mengkoordinasikan wupaya-upaya penanganan dan perlindungan yang
diberikan kepada korban yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan {erhadap perempuan
korban Kkekerasan danfatau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang
memerlukan perlindungan Khusus warga Kabupaten Kutai Kartanegara kepada
PIHAK PERTAMA;

e. Menpanggung biaya penanganan percmpuan korban kelkerasan dan/atau tindak
pidana perdagangan orang scrta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal
Kota Bontang yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupaten Kutai
Kartanegara;

f  Menanggung biaya pemulangan perempuan korban kekerasan dan/atau tindak
pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal

Kota Bontang yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupalen Kutai
Kartanegara.

Pasal 5
EUMBER PEMBIAYAAN
Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
pada:
(1) AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang; dan/atau
(3) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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Pasul 6
JANCGKA WAKTY

Pexjanilan Kerja Sama ol berdalia untuake Janglas wakta Ugn (3) tehun lerhiiung sejak

ditandntanganl nasbah Perjonflon Karln oo dnl dan dopat diperpanjong slas beseprbatan

PARA PIHALL,
Pasual ¥
FINGAJHIRAN PEIGIANJIAN
(1) Perfonion Keiln Boma ol Beraldal apalila;

(%)

{0

(1)

(2)

. Merupakon Kesepokaton FAA PITRAK;

b, Adonyn letsialuan peraturan peoadang aodangn yang mcnyelsbilan Ferjanpian
erfin Bomn Ind tdole duput elilobesigmnloni;

e, DIibuot Perjondinn Keyjn Soaima bara sebegal peaggantl Perjasfisn Kera Sann b,

o, Hilang objek Pefanfinn Kesjo Sarg

o,  Deraldhdrmyn Parfanjlan Kerjo Samng

I alaly sotu plhiak  tdak  melaksanakan  olan mclanggar  ketentusn Perjanflan
Karjn Soan,

Dengan bornkhimys atan dialhirinya Perfanjlon Kerja Sama inl, maks PARA FIHAK

hirus menyelesallean segoln hal yang mosih menjodi kewajiban schagal akibat dar

pelnlesnnann Perjanflnn Kerjo Swme b,

Puaul H
PERGELIBIIAN
Persellsihinn yong  Umbnl  sebapal  akdbt  dilaksonskannyan Perjanjian Kerjs Sorma
Ini diselesnlkan secorn musyawarah mufakat
Dolion hal penyelosalon pecselisibon sclagabsana dimabesud padn ayat (1) tidak
tercapal, makn PARA PIHAK sopalial menycralian penyelesulaan kepuda Fihuk yang
Berwenung dan keputusannya heealfut fnal.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKOA (FORCE MAJURE)
Hal-hal yang termasule dalam keadain memakesa atlndaly;
g,  beneana alam, sepertl:  banjir, gempa bl  punung  meletus,  longsor,
tuunami,ang in wpan, petie dan peristiva alom Injonyo;
b, huru - harn, sobotane

¢, pemogokon secarn besar-besaring tlan

d.  perang,

Apabils terjadi aslah satu peristiwe keadsan memmidon (fores majure) sebagaimans
dimaksud pada ayat (1), atas kesepalatin bersoma PARA PTHAK, upaya pelsnpanin
Kkorban dapat dilalulan diluar ketentuan Perfanjian Kerjn Sama inl,
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